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Jaringan Internet
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No. Aktivitas Kasub Bag. 
Kepeg. Staf Kepegawaian Instansi Terkait Persyaratan/ 

Perlengkapan Waktu Output

PC, Kertas, Alat
Tulis dan, 

Dokumen Usulan,
Referensi terkait

60 Menit Dokumen 
Usulan
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Memahami aturan tentang penyusunan File Kepegawaian

SMA Sederajat

Arsiip Dokumen 10 Menit Dokumen 
sudah diusulkan

PC, Kertas, Alat 
Tulis dan,

Dokumen, usulan,
Referensi terkait

15 Menit Dokumen 
Usulan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Jalan Awang Long No.69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang 
Telp. 0548-23001, Surel kantor: kantor.pabontang@gmail.com

PENGADILAN AGAMA BONTANG

PERINGATAN

UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

PERMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah 
Agung jo. PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Sekretaris MA RI No : 002 th 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
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Melayani pegawai sesuai kebutuhannya, 
termasuk mempersiapkan usulan-usulan 
dan data bagi intansi terkait (MA, 
Badilag, PTA, BPJS, Taspen, 
Universitas dll)

Mengarsipkan data file kepegawaian

Menginventarisir semua kebutuhan 
pegawai meliputi : Kenaikan pangkat, 
KGB, Cuti, Pelatihan, Kartu Pegawai, 
Pensiun, BPJS dll)
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G. ALUR PROSES

2 3 4

SOP PENGELOLAAN DATA PEGAWAI

Pelaksana

File Pegawai

Mutu Baku

KUALIFIKASI PELAKSANADASAR HUKUM

1.

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penanganan pegawai baru tidak dapat berjalan 
dengan baik

Data-data dukung
Komputer/Printer/Scanner/Alat Tulis Kantor

KETERKAITAN

UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama
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